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BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang telah
mencanangkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak
dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak

sehingga perlu disusun Perencanaan
Pelaksanaannya;

bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a,
perlu memperjelas pelaksanaan Kebijakan

Kabupaten @ Rembang Layak Anak dengan
pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak yang
mensinergikan seluruh sumber daya dan mitra
potensial sehingga lebih efektif dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten
Rembang Tahun 2016-2020;

Undang — Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720 );

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 );

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5586 )sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5769 );

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11
Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota
Layak Anak;



Menetapkan :

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12
Tahun 2011 tentang Indikator Kab/Kota Layak
Anak;

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13
Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14
Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi

Kabupaten/Kota Layak Anak;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Anak;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2014 Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 119);

19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan
Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak (Berita
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor
30 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun
2009 Tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak
dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak
Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010
Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2016-2020.

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang
selanjutnya disebut RAD KLA sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 2

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Rembang;

BAB III : Profil Data Anak Kabupaten Rembang;

BAB IV : Analisa Situasi;

BAB V : Rencana Aksi;

BAB VI : Penutup.
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Pasal 3

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dokumen
perencanaan yang memuat langkah-langkah strategis dalam rangka
pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten
Rembang.

Pasal 4
RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman
penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam
penyusunan rencana kerja pemenuhan hak anak di Kabupaten Rembang.

Pasal 5

(1) Pendanaan pelaksanaan RAD KLA di Kabupaten Rembang dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

(2) Dunia usaha dan masyarakat dapat berkontribusi dalam pendanaan
pelaksanaan RAD KLA.

Pasal 6
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada kecamatan, desa dan
kelurahan dalam pelaksanaan KLA yang meliputi koordinasi, fasilitasi,
bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA
untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA secara
berkala.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Agustus 2016

BUPATI REMBANG,
ttd
ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 5 Agustus 2016
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 28



